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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah 

melalui UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan 

upah bagi tenagakerja di kota Surakarta. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi terhadap efektif tidaknya UU No.13 Tahun 2003 terhadap pelaksanaan 

perlindungan upah bagi tenagakerja di kota Surakarta. 

Penelitian ini termasuk penelitian Sosiologis atau empiris (sosio legal research) 

atau penelitian non doktrinal. Karena dalam penelitian ini yang diteliti pada awalnya 

adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer 

lapangan, atau terhadap masyarakat, dalam hal ini adalah beberapa tenagakerja, 

pengusaha di kota Surakarta dan Dinas Tenagakerja Surakarta. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara mengumpulan informasi langsung dari nara sumber yang 

menjadi objek penelitian, dan juga melakukan pengumpulan data dari bahan hukum 

sekunder berupa undang-undang dan buku-buku. Dalam Teknik analisa data, penulis 

menggunakan teknik analisa data dengan model analisis interaktif yang didasarkan pada 

tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian ini, diperolah hasil bahwa Implementasi kebijakan 

pemerintah melalui UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya pada 

pasal 88 sampai pasal 98, terkait dengan perlindungan upah terhadap tenagakerja di 

kota Surakarta tidak berjalan secara efektif. karena pada pelaksanaanya, masih banyak 

perusahaan di kota Surakarta, baik perusahaan besar, menengah maupun kecil yang 

belum menerapkan perlindungan upah sesuai dengan pasal 88 sampai pasal 98 UU 

No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hasil lain yang di dapat penulis dari 

penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan 

upah bagi tenagakerja dikota Surakarta yaitu struktur hukum, substansi hukum dan 

kultur hukum dari pihak dinas tenaga kerja kota Surakarta, juga pengusaha dan pekerja 

yang ada di kota Surakarta. 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perlindungan upah 

terhadap tenagakerja di kota Surakarta, masih belum sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku, hal ini dipengaruhi terutama dari segi penegakkan hukum serta 

kultur para pihak, baik dari pihak dinas tenagakerja, pengusaha maupun pekerja 

khususnya dikota Surakarta. 

 

Kata kunci: perlindungan hukum, kebijakan pengupahan, ketenagakerjaan. 
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PENDAHULUAN 

Munculnya berbagai aturan mengenai ketenagakerjaan sampai sekarang ini, 

menunjukkan bahwa pemerintah memang memberikan perhatian bagi perlindungan 

tenaga kerja, untuk mewujudkan pembaharuan dan perubahan khususnya aspek 

ketenagakerjaan di Indonesia. Upaya pemerintah ini bukan tanpa tujuan, karena dengan 

perlindungan tenagakerjanya, diharapakan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga 

Negara. Dalam peraturan perundanganpun memiliki tujuan memberikan perlindungan 

secara menyeluruh kepada pekerja. Hal ini terbukti begitu banyaknya regulasi yang 

memberikan pengaturan sampai pada hal yang teknis dan spesifik. Dari semuanya itu, 

dapat dilihat bahwa hal ini adalah sejalan dengan rumusan arah kebijakan publik di 

bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999, tentang 

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004  yang berbunyi; 

“Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan 

pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, 

penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat” 

 

Atas dasar Ketetapan MPR tersebut, jelaslah bahwa pembangunan 

ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 

meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenagakerja serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Pengaturan 

perlindungan ketenagakerjaan mencakup peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, 

perlindungan kerja dan kebebasan berserikat dan itu semua adalah bagian dari hak bagi 

para tenagakerja Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. 

Mengenai perlindungan upah, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan juga telah mengaturnya, yaitu dalam Pasal 88-98. Dalam Undang-

Undang tersebut, yang secara khusus terdapat dalam pasal-pasalnya, telah memberikan 

cakupan yang begitu jelas mengenai komponen upah, yang memang menjadi hak bagi 

para pekerja. Secara khusus, dikota Surakarta juga masih banyak perusahaan yang belum 

menerapkan upah sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya mengenai upah minimum 

dan komponen upah lainnya. Walaupun telah diakui oleh pihak Disnaker kota Surakarta, 

bahwa usaha untuk menyejahterakan pekerja yang salah satunya adalah dengan 

meningkatkan upah, telah dilakukan oleh pihak disnaker, baik dalam tataran peraturan, 

pelaksanaan bahkan sampai pada pengawasan. Pada kenyataannya masih banyak 

pengusaha di kota Surakarta yang masih memberikan upah dibawah upah minimum yang 

telah ditentukan. Perusahaan yang belum/tidak memberlakukan kebijakan pengupahan 

sesuai amanat perundang-undangan belum semuanya melaksanakan penangguhan upah. 

Disebutkan hukum yang tertulis, hukum yang tertulis adalah berupa undang-

undang dalam hal ini misalnya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No.8 

Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, Permenakertrans No.Per-17/MEN/VIII/2005 

tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, SK 

mengenai Penetapan upah Minimum dan peraturan tertulis lainnya. Sedangkan hukum 

yang berlaku dan hidup di masyarakat misalnya adalah kebiasaan masyarakat baik dari 

sisi Dinas Tenagakerja (Disnaker) kota Surakarta, Pengusaha, maupun pekerja dalam 

menyikapi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
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KAJIAN TEORI 

Kebijakan publik berasal dari kata “kebijakan” dan “Publik”. Dalam bahasa 

Indonesia kata publik dipahami sebagai Negara atau umum. Hal ini dapat dilihat dalam 

terjemahan  Publik transportation yang dimaknai sebagai kendaraan umum untuk Publik 

administration yang diterjemahkan sebagai administrasi Negara.1 Kata publik juga 

diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan 

yang sama. Tidak ada norma atau nilai yang mengikat perilaku publik sebagaimana 

halnya pada masyarakat karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya 

(identifikasi) secara jelas. 2 

Kebijakan publik dapat saling memperlancar jalannya hasil-hasil hukum dan 

kebijakan publik di lapangan. Pada dasarnya dalam penerapan hukum tergantung 4 unsur, 

yaitu:3 

1) Unsur Hukum 

2) Unsur struktural 

3) Unsur masyarakat 

4) Unsur budaya 

 

Tenagakerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. 

Sedangkan ketenagakerjaan adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tenagakerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”4 

Pengertian upah menurut UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 (30) yaitu “Hak 

Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha/ pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu perjanjian dan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan” 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah, upah diartikan sebagai “ Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk 

tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya”. 

Sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

kebijakan perlindungan upah meliputi: 

a. Upah Minimum 

b. Upah kerja Lembur 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan. 

e. Upah karena menjalankan Hak Waktu Istirahat Kerjanya. 

f. Bentuk dan Cara Pengupahan 

g. Denda dan potongan upah 

h. Hal-hal Yang Dapat Diperhitungkan dengan Upah  

                                                 
1 Ismail Nanawi, Publik Plicy. Surabaya: ITS Press, 2009 hlm. 2 

2 Irfan Islamy, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, 1990, Jakarta. Hlm. 23 

3 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI, Jakarta. 1986. Hlm. 1,2 

4 M.Marwan dan Jimmy P, Op.cit., 
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i. Struktur dan Skala Pengupahan yang proposional. 

j. Upah untuk Pembayaran Pesangon 

k. Upah untuk Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 

 

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam pelaksanaan hukum pada masyarakat, 

dipengaruhi oleh: 

1. Struktur hukum (Legal structure) 

2. Substansi Hukum (Legal Substance) 

3. Kultur Hukum (Legal Culture) 

Sehubunga dengan kajian masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

dapatlah dibuat alur berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Alur berfikir penelitian 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

1. Dasar hukum pengupahan terhadap tenagakerja di kota Surakarta. 

Dalam UU No.13 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa setiap pekerja 

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Untuk maksud itulah pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan 

yang melindungi pekerja. Kebijakan pengupahan tersebut berdasarkan kebutuhan 

UU No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 88-98 tentang pengupahan 

Implementasi Kebijakan Pengupahan di kota 

Surakarta. 

Berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi  tidak 

efektifnya Pasal 88-98 UU No.13 Tahun 2003 terhadap 

pelaksanaan perlindungan upah 

Struktur 

Hukum 
Substansi 

Hukum 

Kultur 

Hukum 
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hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini Sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 17 tahun 2004, penentuan 

UMK mengacu pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan dewan 

pengupahan Sedangkan yang menjadi dasar bagi pengupahan tenagakerja di 

Surakarta adalah sebagai berikut; 

 

a) Undang-undang 

b) Peraturan Pemerintah 

c) Peraturan Meteri Tenagakerja 

d) Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

 

2.  Implementasi kebijakan perlindungan upah bagi tenagakerja di kota Surakarta. 

Disnaker telah mengupayakan pelaksanaan perlindungan upah supaya sesuai 

dengan amanat UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, beberapa 

diantaranya adalah dengan cara melakukan sosialisasi penerapan peraturan terhadap 

masyarakat dalam hal ini para tenagakerja dan pengusaha. Sosialisasi ini dilakukan 

20 hari sebelum peraturan baru mengenai upah ditetapkan oleh pemerintah. 

Selanjutnya Disnaker mengumpulkan  perwakilan dari beberapa perusahaan, hal ini 

dilakukan supaya menghindari atau mengurangi konflik atas dampak peraturan pada 

saat peraturan baru mulai ditetapkan. Akan tetapi, langkah sosialisasi yang 

dilakukan oleh Disnaker masih belum dapat menjadikan pengusaha memberikan 

perlindungan upah sesuai perundangan kepada para pekerjanya. 

a) Perusahaan besar di kota Surakarta 

Sebagian besar perusahaan besar di kota Surakarta telah menerapkan 

kebijakan perlindungan upah bagi tenagakerja sesuai dengan amanat UU No.13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun masih pula da beberapa 

perusahaan besar yang belum melaksanakannya. 

b) Perusahaan menengah di kota Surakarta 

Ada beberapa perusahaan yang tergolong dalam perusahan tingkat 

menengah di kota Surakarta telah menerapkan perlindungan upah bagi 

tenagakerja sesuai UU No.13 tahun 2003, namun masih banyak pula 

perusahaan menengah yang belum melaksanakanya. 

c) Perusahaan kecil di kota Surakarta. 

Sebagian besar perusahaan kecil di kota Surakarta tidak melaksanakan 

perlindungan upah kepada pekerja sesuai amanat UU No,13 Tahun 2003, 

hanya beberapa perusahaan kecil saja yang melaksanakannya. 

Dinas tenagakerja kota Surakarta merupakan struktur hukum dalam 

perlindungan tenagakerja khususnya mengenai pengupahan. Disnaker melalui 

bagian pengupahan dan pengawasan ketenagakerjaan, lebih sering mengedepankan 

sistem kekeluargaan. Substansi hukum pada perlindungan upah bagi tenagakerja di 

kota Surakarta yaitu UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta 

peraturan pelaksana dibawahnya, namun kota surakatra belum memiliki aturan 
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daerah mengenai pengupahan. mengenai Kultur hukum , Pada perusahaan besar, 

dan perusahaan menengah tidak seluruhnya melaksanakan peraturan sesuai dengan 

perundangan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada perusahaan kecil di kota 

Surakarta masih banyak pula yang melaksanakan tidak sesuai dengan perundang-

undangan. 

3.    Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan upah bagi 

tenagakerja di kota Surakarta. 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan upah di kota 

Surakarta; 

a. Struktur Hukum 

Disnaker kota Surakarta sebagai penegak hukum dalam perlindungan 

pengupahan, masih belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak 

hukum dalam bidang pengupahan. Disnaker masih menggunakan cara diluar 

hukum untuk peningkatan perlindungan upah bagi tenagakerja. Diantaranya 

adalah dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan pendekatan personal kepada 

para pengusaha maupun pekerja untuk menyelesaikan konflik mengenai 

pengupahan.  

 

b. Struktur Hukum 

Di kota Surakarta belum memiliki perturan yang secara khusus mengatur 

pelaksanaan perlindungan upah bagi tenagakerja di kota Surakarta, sehingga 

dari beberapa kebijakan pengupahan, pemerintah Surakarta melalui disnaker 

menggunakan peraturan-peraturan yang dibuat pula dari pemerintah pusat, 

diantaranya peraturan menteri tenagakerja, peraturan pemerintah, dan lain 

sebagainya.  

 

c. Kultur Hukum 

- Dinas tenaga kerja tidak memberikan sanksi kepada perusahaan kecil 

yang memberikan perlindungan upah dibawah dari ketentuan yang telah 

ditetapkan pemerintah. Hanya tindakan peringatan dan kekeluargaan 

saja yang dilakukan,  

- Pengusaha pengusaha pada perusahaan kecil masih banyak yang 

menerapkan perlindungan upah dibawah dari peraturan yang telah 

ditetapkan, hal ini dikarenakan pengusaha pada perusahaan kecil 

memberikan perhitungan pengupahan secara sepihak dari pengusaha 

dengan melihat kinerja pekerja dan kemampuan pengusaha.  

- Banyak sekali pekerja di kota Surakarta yang menerima beberapapun 

besaran upahnya walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah, tanpa menuntut lebih. 

PEMBAHASAN 

1. Implementasi perlindungan upah bagi tenagakerja di kota Surakarta dengan 

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
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a. Struktur Hukum 

Disnaker hanya memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali kepada 

pengusaha yang bersangkutan supaya standar upah dapat sesuai dengan UU 

No.13 tahun 2003. Sosialisasi hanya kepada perusahaan yang telah tercatat di 

Disnaker. 

b. Substansi Hukum 

Dalam Pasal 88-98 secara khusus mengatur seluruh aspek perlindungan 

upah. sanksi administrative dalam pasal tersebut dianggap sangatlah besar bagi 

para pengusaha tingkat kecil dan menengah.  

c. Kultur Hukum 

Dalam masyarakat Surakarta, kebiasaan standar upah yang diberikan 

kepada pekerja diterima tanpa ada tuntutan yang lebih tinggi, oleh karena upah 

tersebut memang telah menjadi standar besarnya upah bagi pekerja di 

perusahaan kecil lainnya yang ada di kota Surakarta. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan upah di kota 

Surakarta 

a. Struktur hukum 

Penegak hukum dalam hal ini dinas tenagakerja kota surakarta 

mempengaruhi keefektifan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Pemerintah telah menetapkan UU No.13 Tahun 2003 sebagai aturan yang 

wajib untuk ditaati oleh semua pihak, namun berjalannya suatu peraturan selain 

tergantung pada masyarakatnya, bergantung pula pada para penegak 

hukumnya. Dalam penelitian ini, keefektifan perlindungan upah dari 

pemerintah melalui Disnaker bagi para tenagakerja masih sulit di capai secara 

mutlak. Disnaker sebagai penegak hukum, mengenai upah para tenaga kerja 

masih kurang optimal. Disnaker menjembatani jalannya perlindungan upah 

yang diberikan dari pengusaha kepada pekerja, namun sejauh ini bagian 

pengupahan Disnaker kota Surakarta belum memiliki tindakan konkrit yang 

tegas bagi para pengusaha dan pekerja. Usaha pemerintah melalui bagian 

pengupahan Disnaker kota Surakarta yaitu dengan cara penyelesaian konflik 

secara kekeluargaan. Dengan cara kekeluargaan tersebut, ternyata tidak 

mempengaruhi para pengusaha untuk melaksanakan perlindungan upah sesuai 

undang-undang. pemerintah tidak dapat melakukan daya paksa kepada para 

pengusaha maupun pekerja oleh karena ketidak mampuan pengusaha terutama 

pengusaha dalam tingkat kecil dan menengah terhadap sanksi administrative 

yang ada dalam pasal 183-190 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  

b. Subatansi hukum 

Substansi hukum mempengaruhi efektif tidaknya suatu peraturan terhadap 

keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Substansi hukum dalam penelitian ini 

adalah UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaa yang menjadi dasar dari 

dibuatnya peraturan lain dibawahnya termasuk peraturan perusahaan pada 

beberapa perusahaan di kota Surakarta terhadap fakta yang ada dalam 

masyarakat. Dalam UU No.13 Tahun 2003, tidak terdapat sanksi khusus yang 
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menyangkut mengenai berbagai jenis perlindungan upah yang seharusnya 

dipenuhi bagi pekerja. Pada pasal 88-89, tidak terdapat penjelasan yang lebih 

khusus bagi pelaksanaan teknisnya, yang selanjutnya apabila terjadi pelanggara 

terhadap kebijakan tersebut, tidak terdapat sanksi yang jelas dan tegas. Hal ini 

menimbulkan dampak perusahaan untuk memiliki peraturan tersendiri bagi 

tenagakerjanya yang selanjutnya peraturan tersebut terkadang tidak sesuai 

dengan amanat UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Faktor dalam 

undang-undang yang tidak memiliki sanksi khusus inilah yang menjadikan 

pengusaha tidak memberikan upah setara upah minimum kepada pekerjanya. 

c. Faktor Budaya 

- Dinas Tenagakerja kota Surakarta 

Dilihat dari sisi Disnaker, faktor yang menjadikan kurang 

dilaksanakannya UU No.13 Tahun 2003 pada perusahaan kecil karena dari 

pihak Disnaker memiliki kebiasaan yang lebih mengutamakan kepentingan 

kedua belah pihak ( pekerja dan pengusaha) supaya tidak saling dirugikan 

satu sama lain. Seperti misalnya, Disnaker mendapatkan laporan adanya 

perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan, Disnaker melakukan tindak lanjut berupa teguran secara 

tertulis pada perusahaan yang bersangkutan sebanyak tiga kali, apabila 

teguran tersebut tidak di indahkan, maka selanjutnya Disnaker melakukan 

tindakan kekeluargaan terlebih dahulu sebelum ke ranah pengadilan. Di 

konfirmasi mengenai adanya perusahaan kecil yang tidak melaksanakan 

perlindungan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003, Disnaker menanggapi 

bahwa, hal tersebut biasa terjadi di perusahaan kecil di kota Surakarta. 

Sepanjang pemberian perlindungan upah tersebut tidak menimbulkan 

konflik antara pengusaha dan pekerja, pihak Disnaker tidak akan 

melakukan tindakan apapun terhadap pengusaha pada perusahaan yang 

bersangkutan, asalkan perlindungan upah yang tidak sesuai dengan 

peraturan tersebut masih dalam taraf kewajaran (yaitu tidak terlalu minim 

terhadap yang dikerjakan dan hasil yang dicapai dengan kebutuhan 

pekerja) dan pekerja dapat menerima upahnya tanpa ada konflik dalam 

perusahaan. Tidak hanya pada perusahaan kecil hal serupa mengenai 

pemberian upah minimum yang tidak sesuai dengan umk Surakarta juga 

terjadi pada PT. Sehati Dian Makaroni, perusahaaan ini bukanlah 

perusahaan kecil, namun memberikan upah di bawah upah minimum yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan para pekerja pernah melakukan protes 

terhadap peruolehan upah yang diterimanya, namun kemudian bagian 

pengawasan disnaker melakukan tindakan kekeluargaan yang selanjutnya 

pekerja dapat menerima upah, karena ternyata ditemukan fakta bahwa 

perusahaan yang bersangkutan tidak mampu membayar sesuai dengan 

standar UMK Surakarta, Hal ini menjadi kebiasaan yang dilakukan 

Disnaker bagian pengupahan, oleh karena adanya ketakutan dari pihak 

Disnaker, karena apabila suatu perusahaan di wajibkan untuk 

melaksanakan memberikan upah sesuai peraturan, maka banyak 

perusahaan di kota surkarta yang tidak sanggup memenuhinya kemudian 

berdampak pada penutupan perusahaan atau pengurangan tenagakerja 

yang kemudian menimbulkan banyak pengangguran di kota Surakarta. 
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- Pengusaha 

Pengusaha khususnya pengusaha di perusahaan kecil di kota 

Surakarta, masih banyak yang memilliki kebiasaan memberikan 

perlindungan upah sesuai dengan perhitungan dan penilaian pengusaha 

menurut kemampuan dari perusahaanya. Selain itu juga pengusaha 

memiliki kebiasaan memberikan perlindungan upah sesuai dengan standar 

kebiasaan perusahaan-perusahaan kecil yang ada di lingkungan sekitar, hal 

ini terjadi pada banyak perusahaan yang kemudian menjadi suatu kultur 

dalam pemberian perlindungan upah, walaupun perlindungan upah 

tersebut tidak sesuai dengan pasal 88-98 UU No.13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. 

 

- Pekerja 

Banyak pekerja terutama pekerja pada perusahaan kecil sering kali 

tidak mengerti akan hak-haknya mengenai pengupahan. pekerja di 

perusahaan kecil banyak yang menilai bahwa upah yang diterimanya 

merupakan upah yang memang telah sewajarnya diberikan, karena masih 

banyak pula pekerja di perusahaan kecil mendapatkan perlindungan upah 

yang hampir sama, walaupun tidak sesuai Undang-undang. selain itu, 

pekerja pada perusahaan yang tidak memenuhi standar perlindungan upah 

tidak menuntut terlalu banyak upah yang diberikan karena banyak pekerja 

yang merasa bahwa sepanjang masih dapat menghidupi keluarganya 

dengan upah yang diterimanya tersebut, pekerja tidak menuntut upah 

supaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

 

 

 

KESIMPULAN 

1. Dengan melihat implementasi pelaksanaan perlindungan upah di kota Surakarta 

tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa Undang-undang no.13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan khususnya Pasal 88-98 sampai saat ini tidak dapat 

memberikan perlindungan upah bagi tenagakerja di kota Surakarta khususnya 

tenagakerja di sector usaha kecil dan menengah. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi  sesuai tidaknya UU No.13 Tahun 2003 

terhadap pelaksanaan perlindungan upah di kota Surakarta; 

a. Struktur Hukum 

Disnaker memilih untuk tidak mengharuskan secara mutlak kepada 

pengusaha supaya memberikan perlindungan upah sesuai dengan pasal 88-98 

UU No.13 tahun 2003. 

 

b. Substansi Hukum 
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Substansi dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengenai 

perlindungan upah hanya memberikan sanksi pada tidak terlaksananya 

ketentuan dalam pasal 90 dan pasal 93, bahkan sanksi tersebut berupa denda 

yang apabila benar-benar diterapkan dapat sangat merugikan pengusaha sector 

kecil dan menengah. 

c. Kultur Hukum 

Dari sisi Disnaker, telah banyak Perusahaan besar di kota Surakarta telah 

melaksanakan perlindungan upah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003, karena 

telah mendapat sosialisai dari Disnaker dan kemampuan perusahaan telah dapat 

memberikan perlindungan upah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Sedangkan dari sisi Pengusaha, memiliki kebiasaan 

memberikan upah sesuai standar upah yang biasanya terjadi pada lingkungan 

sekitar dan melihat dari tingkat pendidikan serta tingkat tangung jawab pekerja 

terhadap pekerjaannya, selain hal tersebut, pengusaha juga melihat kinerja para 

pekerjanya dan kemampuan perusahaan sesuai dengan penilaian dari 

pengusaha semata, untuk memberikan perlindungan upah. Mengenai tidak 

terlaksananya upah minimum dan hak-hak mengenai tunjangan kepada pekerja 

seperti misalnya hak upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di 

luar pekerjaannya, juga hak atas upah tidak masuk kerja karena menjalankan 

hak waktu istirahat kerja dalam hal ini adalah cuti, dikarenakan banyak 

pengusaha beranggapan bahwa untuk kegiatan tersebut pekerja tidak 

menjalankan kerjanya maka tidak pekerja yang bersangkutan tidak pula 

mendapatkan upah. 

Dari sisi pekerja, pekerja telah terbiasa dengan keadaan perlindungan upah 

yang saat ini telah mereka terima, mereka terbiasa dengan keadaan tersebut 

tanpa ada tuntutan yang lebih karena para pekerja tersebut menganggap upah 

yang mereka terima tersebut masih dapat di gunakan untuk kebutuhan 

hidupnya. 
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